
 

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN 

 

H. Risiko Hukum 

42. Pengungkapan Kualitatif  Umum 

Maksud dan Tujuan Manajemen Risiko Hukum 

Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum. 
Risiko Hukum juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan dan/atau perubahan peraturan 
perundang-undangan atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak 
atau pengikatan agunan yang tidak sempurna sehingga menyebabkan suatu transaksi yang telah 
dilakukan oleh Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan, dan proses litigasi yang timbul dari 
gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun Bank terhadap pihak ketiga.  

Manajemen Risiko Hukum adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk 
mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Hukum yang timbul dari seluruh 
kegiatan/aktivitas BNI, termasuk upaya untuk memitigasi dan/atau meminimalkan kerugian finansial 
maupun non finansial yang mungkin timbul.  

Tujuan Utama Manajemen Risiko Hukum adalah untuk memastikan bahwa proses Manajemen Risiko 
Hukum dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan 
dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan, maupun proses litigasi. 

 

Organisasi Divisi Hukum  

Secara umum Struktur Organisasi Divisi  Hukum BNI adalah sebagai berikut: 

 

a. Manajemen Risiko Hukum dilakukan oleh Divisi Hukum di bawah pengawasan aktif Direktur  
Human Capital dan Kepatuhan. 

b. Divisi Hukum bekerja sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dalam menilai dan 
memantau secara berkelanjutan implementasi Manajemen Risiko Hukum.  

 

 

 

 



Mekanisme Pengendalian Risiko Hukum 

Mekanisme Pengendalian Risiko Hukum dilakukan oleh BNI dengan cara, antara lain  sebagai berikut: 

a. Divisi Hukum bekerja sama dengan SKMR dan Divisi/Satuan/Unit/Wilayah bersama-sama menilai 
dampak perubahan ketentuan atau peraturan terhadap eksposur Risiko Hukum BNI. 

b. Divisi/Satuan/Unit wajib meminta Divisi Hukum melakukan penilaian/assessment berupa kajian 
yuridis dalam hal terdapat produk/aktivitas baru atau terdapat penambahan/perubahan fitur atas 
produk/aktivitas BNI.  

Divisi/Satuan/Unit wajib untuk meminta Divisi Hukum dan/atau Legal Regional di Kantor Wilayah 
memberikan advis hukum dan/atau pendampingan hukum dalam hal terdapat hal-hal yang 
menimbulkan Risiko Hukum dalam aktivitas operasionalnya.  

c. Permintaan advis hukum dan/atau pendampingan hukum secara umum dilakukan sesuai 
kewenangan sebagai berikut:  

1) Kantor Cabang/Sentra/Unit yang berada dalam pengelolaan Kantor Wilayah menyampaikan 
permintaan advis hukum dan/atau pendampingan hukum kepada Legal Regional di Kantor 
Wilayah.  

2) Divisi/Satuan/Unit yang berada di Kantor Pusat menyampaikan permintaan advis hukum 
dan/atau pendampingan hukum kepada Divisi Hukum.   

d. Divisi Hukum melakukan review berkala terhadap format standar perjanjian, khususnya perjanjian 
kredit, guna memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain 
yang berlaku. 

e. Divisi Hukum melakukan review secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara Bank 
dengan pihak lain, khususnya untuk perjanjian non standar atau perjanjian yang belum dibakukan 
dalam Pedoman Perusahaan. 

f. Divisi Hukum bekerja sama dengan Legal Regional di Kantor Wilayah melakukan pemantauan 
secara intensif atas perkara hukum, khususnya gugatan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum 
yang melibatkan Bank sebagai pihak Tergugat maupun Turut Tergugat. 

g. Divisi Hukum dan Legal Regional di Kantor Wilayah memantau (mencatat dan menatausahakan) 
setiap perkara/klaim yang terkait dengan Risiko Hukum beserta jumlah potensi kerugian yang 
diakibatkan oleh perkara/klaim dimaksud dalam suatu Sistem Informasi Penelusuran Perkara 
(SIPP). 

 

 


